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Abstrak
 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sungguh beruntung dikaruniai dengan keindahan alam

maupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dan budaya itu jika

dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di

negeri ini.Namun sayangnya, hingga saat ini potensi tersebut belum mampu dikembangkan dengan optimal.

Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walapun potensi pariwisata mereka

tidaklah sekaya yang dimiliki Indonesia, namun mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik. Hal

ini dapat ditunjukan dengan besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang dihasilkan negara

tersebut dari sektor pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan di masing-masing negara, baik Singapura, Malaysia

maupun Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya.

Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kebijakan publik pada tingkat kebijakan tertinggi (level

policy) dan tingkat organisasi (organizational level) terhadap bagaimana usaha pemerintah masing-masing

negara dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata baik pengembangan produk dan pemasaran

pariwisatanya.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masing-masing pemerintah dalam merumuskan

dan mengimplementasikan kebijakan publik khususnya di sektor pariwisata termasuk partisipasi masyarakat

didalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan responden yang dipilih dari kalangan

pakar dan praktisi yang dianggap mempunyai pengetahuan

 

yang cukup dalam terhadap masalah kebijakan pariwisata di negara-negara tersebut di atas.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidaklah mempunyai komitmen yang kuat di

dalam pengembangan pariwisatanya. Hal ini sangat berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Komitmen

kuat tidaknya pemerintah tercermin dari bentuk organisasi kepariwisataan nasional yang dipilihnya.Di

dalam pariwisata, bentuk organisasi pariwisata sangat berpengaruh terhadap model partisipasi masyarakat.

Di dalam bentuk badan independen ternyata membuktikan bahwa organisasi pariwisata Singapura dan

Malaysia dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi kebijakan

publik.

Untuk mengembangkan pariwisata, perlu komitmen kuat dari pemerintah pada tingkat kebijakan tertinggi

untuk menggerakan dukungan dari sektor lain seperti keuangan, telekomunikasi, pekerjaan umum dan

sebagainya, sedangkan pada tingkatan kebijakan organisasi bagaimana organisasi tersebut mengembangkan

produk dan pemasaran pariwisatanya.

Pemerintah Singapura dan Malaysia menyadari akan peran penting pariwisata bagi negaranya, oleh karena

itu mereka menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan negaranya. Implementasi dari
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kebijakan ini diwujudkan dari kebijakan yang mendukung penuh pembangunan pariwisata. Di tingkat

kebijakan operasional, mereka membentuk badan independen agar dapat lebih fleksibel dan lebih cepat

dalam mencapai tujuannya.

Untuk melaksanakan misinya, maka badan independen senantiasa berusaha melibatkan seluruh stakeholder

seperti industri, asosiasi, lembaga pendidikan, pakar dan masyarakat dalam setriap perumusan dan

implementasi kebijakan.

Hubungan antara badan independen dengan stakeholder bersifat saling ketergantungan dan saling

menguntungkan. Badan karena meriyadari operasionalnya dari industri bertanggungjawab terhadap

kernajuan industri. Sebaliknya industri selalu mendukung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh badan

independen.

Di Indonesia, walaupun pemerintah selalu menyatakan tentang peran penting pariwisata bagi perekonomian

negaranya, namun terbukti tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan pariwisatanya. Hal ini

ditunjukan dengan tidak adanya upaya nyata terhadap pembangunan pariwisata. Disamping itu tidak adanya

pemisahan yang tegas antara organisasi yang melaksanakan perumusan kebijakan dan kebijakan operasional

membuat penanganan pariwisata menjadi tidak profesional.


